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BAB VI

SARAN

Setelah melaksanakan Praktek Kerja Profesi di Apotek Pro-

Tha Farma, maka disarankan:

1. Sebelum melaksanakan PKP di Apotek, calon apoteker

hendaknya benar-benar membekali diri terlebih dahulu baik

dalam hal pengetahuan, ketrampilan maupun pelayanan

kefarmasian di apotek.

2. Calon apoteker harus dapat meningkatkan kemampuan

melakukan komunikasi dengan pasien agar dapat memberikan

pelayanan KIE dengan benar, jelas, rasional dan mudah

dipahami.

3. Calon apoteker hendaknya lebih berperan aktif dalam

pelaksanaan PKP untuk menggali informasi yang penting di

apotek agar dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman

yang maksimal, khususnya berkaitan dengan tujuan dan pokok-

pokok materi yang sudah diberikan.

4. Calon Apoteker perlu mempelajari dan memahami Standar

Operasional Prosedur (SOP) yang ada di apotek, sehingga calon

Apoteker dapat melakukan kegiatan kefarmasian di apotek

dengan benar dan sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan

oleh Apotek.

5. Apotek pro-THA Farma disarankan untuk menggunakan Patient

Medication Record (PMR) sebagai salah satu wujud pelayanan

kepada pasien untuk menjalankan peran apoteker di masyarakat.
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6. Dalam Praktek Kerja Profesi di apotek pro-THA Farma

sebaiknya diwajibkan calon apoteker melakukan Home Care

yaitu kunjungan terkait pelayanan kefarmasian ke rumah pasien.
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